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ABSTRAK 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui  bagaimana bentuk-
bentuk perbuatan yang dapat 
mengakibatkan kerusakan dan pencemaran 
terhadap lingkungan hidup dan bagaimana 
ganti kerugian dan pemulihan lingkungan 
akibat pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif dan dapat disimpulkan bahwa: 
1.Perbuatan yang dapat menyebabkan 
terjadinya kerusakan lingkungan hidup, 
yaitu memasukan dan membuang limbah 
bahan berbahaya dan beracun (B3) ke 
dalam lingkungan hidup, melepaskan 
produk rekayasa genetik ke media 
lingkungan hidup yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
atau izin lingkungan dan melakukan 
pembukaan lahan dengan cara membakar 
serta menyusun amdal tanpa memiliki 
sertifikat kompetensi penyusun amdal; 
dan/atau memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan informasi, 
merusak informasi, atau memberikan 
keterangan yang tidak benar. 2. Ganti 
kerugian dan pemulihan lingkungan 
dilakukan dengan cara yaitu setiap 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
lingkungan hidup wajib membayar ganti 
rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 
Pengadilan dapat menetapkan pembayaran 
uang paksa terhadap setiap hari 
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keterlambatan atas pelaksanaan putusan 
pengadilan. 




A. LATAR BELAKANG 
 UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, Pasal 3 menyatakan bahwa: 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup bertujuan:  
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dari pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan 
kehidupan manusia; 
c. menjamin kelangsungan kehidupan 
makhluk hidup dan kelestarian 
ekosistem; 
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan 
hidup; 
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan lingkungan hidup; 
f. menjamin terpenuhinya keadilan 
generasi masa kini dan generasi masa 
depan; 
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan 
hak atas lingkungan hidup sebagai 
bagian dari hak asasi manusia; 
h. mengendalikan pemanfaatan sumber 
daya alam secara bijaksana; 
i. mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan; dan 
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
lingkungan hidup yang baik dan sehat 
merupakan hak asasi dan hak konstitusional 
bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh 
karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh 
pemangku kepentingan berkewajiban untuk 
melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dalam pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan agar 
lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi 
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rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.3 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
terletak pada posisi silang antara dua benua 
dan dua samudera dengan iklim tropis dan 
cuaca serta musim yang menghasilkan 
kondisi alam yang tinggi nilainya. Di 
samping itu Indonesia mempunyai garis 
pantai terpanjang kedua di dunia dengan 
jumlah penduduk yang besar. Indonesia 
mempunyai kekayaan keanekaragaman 
hayati dan sumber daya alam yang 
melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi 
dan dikelola dalam suatu sistem 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang terpadu dan terintegrasi antara 
lingkungan laut, darat, dan udara 
berdasarkan wawasan Nusantara.4 
Ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
meningkatkan kualitas hidup dan 
mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian 
produk berbasis kimia telah meningkatkan 
produksi limbah bahan berbahaya dan 
beracun. Hal itu menuntut 
dikembangkannya sistem pembuangan 
yang aman dengan risiko yang kecil bagi 
lingkungan hidup, kesehatan, dan 
kelangsungan hidup manusia serta makhluk 
hidup lain.5  Di samping menghasilkan 
produk yang bermanfaat bagi masyarakat, 
industrialisasi juga menimbulkan dampak, 
antara lain, dihasilkannya limbah bahan 
berbahaya dan beracun, yang apabila 
dibuang ke dalam media lingkungan hidup 
dapat mengancam lingkungan hidup, 
kesehatan, dan kelangsungan hidup 
manusia serta makhluk hidup lain. Dengan 
menyadari hal tersebut, bahan berbahaya 
dan beracun beserta limbahnya perlu 
dilindungi dan dikelola dengan baik. 
Wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia harus bebas dari buangan limbah 
bahan berbahaya dan beracun dari luar 
wilayah Indonesia.6 
                                                   
3
 Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
4 Ibid. 
 5 Ibid. 
6 Ibid. 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan 
yang dapat mengakibatkan kerusakan 
dan pencemaran terhadap lingkungan 
hidup ? 
2. Bagaimana ganti kerugian dan 
pemulihan lingkungan akibat 
pencemaran dan perusakan lingkungan 
hidup ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yuridis normatif 
digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. 
Bahan-bahan hukum yang digunakan 
seperti peraturan perundang-undangan 
sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum 
primer) dan bahan hukum seperti literatur-
literatur, karya ilmiah hukum. Sebagai 
bahan hukum penunjang (bahan hukum 
sekunder) serta bahan hukum tersier, 
seperti kamus hukum dan kamu umum 
untuk memberikan penjelasan mengenai 
pengertian-pengertian berkaitan dengan 
pembahasan Skripsi ini. Bahan-bahan 
hukum yang telah dikumpulkan dianalisis 
secara deskriptif yuridis, yaitu untuk 
memberikan gambaran umum mengenai 
permasalahan yang dibahas dan menyusun 
kesimpulan dari hasil pembahasan untuk 
menjawab rumusan masalah. 
 
PEMBAHASAN 
A. PENYEBAB TERJADINYA PERUSAKAN 
DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 
HIDUP  
Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya kerusakan dan 
pencemaran lingkungan hidup diperlukan 
pemahaman secara normatif mengenai 
larangan-larangan yang harus diperhatikan 
sehingga tidak terjadi pelanggaran baik 
yang dilakukan oleh perorangan maupun 
badan usaha dalam melakukan aktivitas di 
bidang lingkungan hidup.  
Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap 
orang adalah orang perseorangan atau 
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badan usaha, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai 
Larangan dalam  Pasal 69  yang menyatakan 
pada ayat:  
(1) Setiap orang dilarang: 
a. melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan 
hidup; 
b. memasukkan B3 yang dilarang 
menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
c. memasukkan limbah yang berasal 
dari luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ke media 
lingkungan hidup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
d. memasukkan limbah B3 ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
e. membuang limbah ke media 
lingkungan hidup; 
f. membuang B3 dan limbah B3 ke 
media lingkungan hidup; 
g. melepaskan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan hidup 
yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan 
atau izin lingkungan; 
h. melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar; 
i. menyusun amdal tanpa memiliki 
sertifikat kompetensi penyusun 
amdal; dan/atau 
j. memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan 
informasi, merusak informasi, atau 
memberikan keterangan yang tidak 
benar. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf h memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh kearifan lokal di 
daerah masing-masing. 
Pasal 69 ayat (1) huruf (b): B3 yang 
dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, 
DDT, PCBs, dan dieldrin. Huruf (c): Larangan 
dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang 
diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Huruf (d): Yang dilarang dalam 
huruf ini termasuk impor. Ayat (2): Kearifan 
lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini 
adalah melakukan pembakaran lahan 
dengan luas lahan maksimal 2 hektare per 
kepala keluarga untuk ditanami tanaman 
jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat 
bakar sebagai pencegah penjalaran api ke 
wilayah sekelilingnya. Analisis mengenai 
dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya 
disebut Amdal, adalah kajian mengenai 
dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.7 
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan.8 Limbah bahan berbahaya dan 
beracun, yang selanjutnya disebut Limbah 
B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang mengandung B3.9  Bahan 
berbahaya dan beracun yang selanjutnya 
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau 
komponen lain yang karena sifat, 
konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, 
dapat mencemarkan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, 
kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lain.10   
Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan 
yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, 
pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 
penimbunan.11  
Dumping (pembuangan) adalah kegiatan 
membuang, menempatkan, dan/atau 
                                                   
7 Pasal 1 angka (11) No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
8
 Pasal 1 angka (20) 
9 Pasal 1 angka (22) 
10 Pasal 1 angka (21) 
11 Pasal 1 angka (23) 
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memasukkan limbah dan/atau bahan dalam 
jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi 
tertentu dengan persyaratan tertentu ke 
media lingkungan hidup tertentu.12  Dengan 
demikian bentuk-bentuk perbuatan yang 
dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan 
dan pencemaran lingkungan hidup dapat 
dipahami yaitu melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup dengan cara: 
a. memasukkan limbah yang berasal dari 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ke media lingkungan hidup 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. membuang limbah ke media lingkungan 
hidup; 
c. memasukkan  B3 dan limbah B3 yang 
dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
d. membuang B3 dan limbah B3 ke media 
lingkungan hidup; 
e. melepaskan produk rekayasa genetik ke 
media lingkungan hidup yang 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau izin 
lingkungan; 
f. melakukan pembukaan lahan dengan 
cara membakar; 
g. menyusun amdal tanpa memiliki 
sertifikat kompetensi penyusun amdal; 
dan/atau 
h. memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan 
informasi, merusak informasi, atau 
memberikan keterangan yang tidak 
benar. 
Berkaitan dengan Hak setiap orang di 
bidang lingkungan hidup, menurut Undang-
Undang Nomor  Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 
ayat: 
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat sebagai 
bagian dari hak asasi manusia. 
                                                   
12 Pasal 1 angka (24) 
(2) Setiap orang berhak mendapatkan 
pendidikan lingkungan hidup, akses 
informasi, akses partisipasi, dan akses 
keadilan dalam memenuhi hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul 
dan/atau keberatan terhadap rencana 
usaha dan/atau kegiatan yang 
diperkirakan dapat menimbulkan 
dampak terhadap lingkungan hidup. 
(4) Setiap orang berhak untuk berperan 
dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(5) Setiap orang berhak melakukan 
pengaduan akibat dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 
Penjelasan Pasal 65 ayat (2): Hak atas 
informasi lingkungan hidup merupakan 
suatu konsekuensi logis dari hak berperan 
dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 
berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak 
atas informasi lingkungan hidup akan 
meningkatkan nilai dan efektivitas peran 
serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, 
di samping akan membuka peluang bagi 
masyarakat untuk mengaktualisasikan 
haknya atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Informasi lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat 
berupa data, keterangan, atau informasi 
lain yang berkenaan dengan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
menurut sifat dan tujuannya memang 
terbuka untuk diketahui masyarakat, 
seperti dokumen analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi 
hasil pemantauan lingkungan hidup, baik 
pemantauan penataan maupun 
pemantauan perubahan kualitas lingkungan 
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hidup dan rencana tata ruang.13 
Pasal 66 menyatakan: Setiap orang yang 
memperjuangkan hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat tidak dapat 
dituntut secara pidana maupun digugat 
secara perdata.  Penjelasan Pasal 66 
menyatakan Ketentuan ini dimaksudkan 
untuk melindungi korban dan/atau pelapor 
yang menempuh cara hukum akibat 
pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. Perlindungan ini 
dimaksudkan untuk mencegah tindakan 
pembalasan dari terlapor melalui 
pemidanaan dan/atau gugatan perdata 
dengan tetap memperhatikan kemandirian 
peradilan. 
Berkaitan dengan kewaijban, setiap 
orang di bidang lingkungan hidup menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 67 menyatakan: 
Setiap orang berkewajiban memelihara 
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 
mengendalikan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup.  
Pasal 68: Setiap orang yang melakukan 
usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 
a. memberikan informasi yang terkait 
dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup secara benar, akurat, 
terbuka, dan tepat waktu; 
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan 
hidup; dan 
c. menaati ketentuan tentang baku mutu 
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Baku Mutu Lingkungan 
Hidup. Pasal 20 ayat: 
(1) Penentuan terjadinya pencemaran 
lingkungan hidup diukur melalui baku 
mutu lingkungan hidup. 
(2)  Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 
                                                   
13Penjelasan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
a. baku mutu air; 
b. baku mutu air limbah; 
c. baku mutu air laut; 
d. baku mutu udara ambien; 
e. baku mutu emisi; 
f. baku mutu gangguan; dan 
g. baku mutu lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
(2) Setiap orang diperbolehkan untuk 
membuang limbah ke media lingkungan 
hidup dengan persyaratan: 
a. memenuhi baku mutu lingkungan 
hidup; dan 
b. mendapat izin dari Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku 
mutu lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, 
huruf d, dan huruf g diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku 
mutu lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, 
dan huruf f diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai 
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. 
Pasal 21 menyatakan pada ayat: 
(1) Untuk menentukan terjadinya 
kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan 
kriteria baku 
(2) kerusakan lingkungan hidup. 
(3) Kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup meliputi kriteria baku kerusakan 
ekosistem dan kriteria baku kerusakan 
akibat perubahan iklim. 
(4) Kriteria baku kerusakan ekosistem 
meliputi: 
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk 
produksi biomassa; 
b. kriteria baku kerusakan terumbu 
karang; 
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c. kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup yang berkaitan dengan 
kebakaran hutan dan/atau lahan; 
d. kriteria baku kerusakan mangrove; 
e. kriteria baku kerusakan padang 
lamun; 
f. kriteria baku kerusakan gambut; 
g. kriteria baku kerusakan karst; 
dan/atau 
h. kriteria baku kerusakan ekosistem 
lainnya sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
(4) Kriteria baku kerusakan akibat 
perubahan iklim didasarkan pada 
paramater antara lain: 
a. kenaikan temperatur; 
b. kenaikan muka air laut; 
c. badai; dan/atau 
d. kekeringan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai criteria 
baku kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
Peran Masyarakat dalam kaitannya 
dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup diatur dalam  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.   
Pasal 70 menyatakan pada ayat: 
(1) Masyarakat memiliki hak dan 
kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
(2) Peran masyarakat dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b. pemberian saran, pendapat, usul, 
keberatan, pengaduan; dan/atau 
c. penyampaian informasi dan/atau 
laporan. 
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 
a. meningkatkan kepedulian dalam 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
b. meningkatkan kemandirian, 
keberdayaan masyarakat, dan 
kemitraan; 
c. menumbuhkembangkan 




untuk melakukan pengawasan 
sosial; dan 
e. mengembangkan dan menjaga 
budaya dan kearifan lokal dalam 
rangka pelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 
 
B. GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN 
AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP   
1. Ganti Rugi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, menyatakan dalam Pasal 
90 ayat (1): Instansi pemerintah dan 
pemerintah daerah yang bertanggung 
jawab di bidang lingkungan hidup 
berwenang mengajukan gugatan ganti rugi 
dan tindakan tertentu terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang menyebabkan 
pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang mengakibatkan 
kerugian lingkungan hidup. 
Penjelasan Pasal 90 ayat (1): Yang 
dimaksud dengan “kerugian lingkungan 
hidup” adalah kerugian yang timbul akibat 
pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang bukan merupakan 
hak milik privat. Tindakan tertentu 
merupakan tindakan pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran dan/atau 
kerusakan serta pemulihan fungsi 
lingkungan hidup guna menjamin tidak 
akan terjadi atau terulangnya dampak 
negatif terhadap lingkungan hidup. 
Upaya preventif dalam rangka 
pengendalian dampak lingkungan hidup 
perlu dilaksanakan dengan 
mendayagunakan secara maksimal 
instrumen pengawasan dan perizinan. 
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Dalam hal pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu 
dilakukan upaya represif berupa penegakan 
hukum yang efektif, konsekuen, dan 
konsisten terhadap pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang sudah 
terjadi.14 Sehubungan dengan hal tersebut, 
perlu dikembangkan satu sistem hukum 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh 
guna menjamin kepastian hukum sebagai 
landasan bagi perlindungan dan 
pengelolaan sumber daya alam serta 
kegiatan pembangunan lain.15  Undang-
Undang ini juga mendayagunakan berbagai 
ketentuan hukum, baik hukum administrasi, 
hukum perdata, maupun hukum pidana. 
Ketentuan hukum perdata meliputi 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 
luar pengadilan dan di dalam pengadilan. 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 
dalam pengadilan meliputi gugatan 
perwakilan kelompok, hak gugat organisasi 
lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. 
Melalui cara tersebut diharapkan selain 
akan menimbulkan efek jera juga akan 
meningkatkan kesadaran seluruh 
pemangku kepentingan tentang betapa 
pentingnya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup demi kehidupan generasi 
masa kini dan masa depan.16 
Penegakan hukum pidana dalam 
Undang-Undang ini memperkenalkan 
ancaman hukuman minimum di samping 
maksimum, perluasan alat bukti, 
pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, 
keterpaduan penegakan hukum pidana, 
dan pengaturan tindak pidana korporasi. 
Penegakan hukum pidana lingkungan tetap 
memperhatikan asas ultimum remedium 
yang mewajibkan penerapan penegakan 
hukum pidana sebagai upaya terakhir 
setelah penerapan penegakan hukum 
                                                   
14
Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. 
Umum angka (5). 
15 Ibid 
16 Ibid 
administrasi dianggap tidak berhasil. 
Penerapan asas ultimum remedium ini 
hanya berlaku bagi tindak pidana formil 
tertentu, yaitu pemidanaan terhadap 
pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, 
dan gangguan.17 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai 
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. 
Pasal 87 menyatakan pada ayat: 
(1) Setiap penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang melakukan 
perbuatan melanggar hukum berupa 
pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain atau 
lingkungan hidup wajib membayar 
ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu. 
(2) Setiap orang yang melakukan 
pemindahtanganan, pengubahan sifat 
dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan 
dari suatu badan usaha yang 
melanggar hukum tidak melepaskan 
tanggung jawab hukum dan/atau 
kewajiban badan usaha tersebut. 
(3) Pengadilan dapat menetapkan 
pembayaran uang paksa terhadap 
setiap hari keterlambatan atas 
pelaksanaan putusan pengadilan. (4) 
Besarnya uang paksa diputuskan 
berdasarkan peraturan 
perundangundangan. 
Penjelasan Pasal 87 ayat (1): Ketentuan 
dalam ayat ini merupakan realisasi asas 
yang ada dalam hukum lingkungan hidup 
yang disebut asas pencemar membayar. 
Selain diharuskan membayar ganti rugi, 
pencemar dan/atau perusak lingkungan 
hidup dapat pula dibebani oleh hakim 
untuk melakukan tindakan hukum tertentu, 
misalnya perintah untuk: 
a. memasang atau memperbaiki unit 
pengolahan limbah sehingga limbah 
                                                   
17 Ibid. 
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sesuai dengan baku mutu lingkungan 
hidup yang ditentukan; 
b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; 
dan/atau 
c. menghilangkan atau memusnahkan 
penyebab timbulnya pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
Penjelasan Pasal 87 ayat ayat (3): 
Pembebanan pembayaran uang paksa atas 
setiap hari keterlambatan pelaksanaan 
perintah pengadilan untuk melaksanakan 
tindakan tertentu adalah demi pelestarian 
fungsi lingkungan hidup. 
UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 2: 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dilaksanakan berdasarkan asas: suruf 
(j) “pencemar membayar” Penjelasan Pasal 
2 huruf (j):Yang dimaksud dengan “asas 
pencemar membayar” adalah bahwa setiap 
penanggung jawab yang usaha dan/atau 
kegiatannya menimbulkan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib 
menanggung biaya pemulihan lingkungan.18  
UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Pasal 1 angka (32): Setiap orang 
adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum. 
Badan hukum yaitu: suatu 
perkumpulan/organisasi yang oleh hukum 
diperlakukan seperti seorang manusia, 
yaitu sebagai pengemban hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban, dapat memiliki 
kekayaan dapat menggugat dan digugat di 
muka pengadilan. Contoh  suatu Perseroan 
Terbatas, suatu Yayasan. Negara adalah 
juga suatu badan hukum.19  Badan hukum 
yaitu: badan atau perkumpulan yang dalam 
lalu lintas hukum diakui sebagai subjek 
hukum seperti: perseroan; yayasan; 
                                                   
18Penjelasan Pasal 2 huruf (j) UU No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
19
C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. 
Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah 
Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala 
Permata Aksara, Jakarta, 2010. hal.135-136. 
lembaga; dan sebagainya.20 
 
2. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup 
Pemulihan, diatur dalam UU No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 
ayat:  
(1) Setiap orang yang melakukan 
pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup wajib melakukan 
pemulihan fungsi lingkungan hidup. 
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tahapan: 
a. penghentian sumber pencemaran 
dan pembersihan unsur pencemar; 
b. remediasi; 
c. rehabilitasi; 
d. restorasi; dan/atau 
e. cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pemulihan fungsi lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b): 
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah 
upaya pemulihan pencemaran lingkungan 
hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan 
hidup. Huruf (c): Yang dimaksud dengan 
”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan 
untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan 
manfaat lingkungan hidup termasuk upaya 
pencegahan kerusakan lahan, memberikan 
perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 
Huruf (d): Yang dimaksud dengan 
”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk 
menjadikan lingkungan hidup atau bagian-
bagiannya berfungsi kembali sebagaimana 
semula. Mendayagunakan berbagai 
ketentuan hukum baik hukum adminsitrasi, 
hukum perdata maupun hukum pidana, 
diharapkan selain akan menimbulkan efek 
                                                   
20 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 41. 
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jera juga akan meningkatkan kesadaran 
seluruh pemangku kepentingan tentang 
betapa pentingnya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup demi 




1. Perbuatan yang dapat menyebabkan 
terjadinya kerusakan lingkungan hidup, 
yaitu memasukan dan membuang 
limbah bahan berbahaya dan beracun 
(B3) ke dalam lingkungan hidup. 
Melepaskan produk rekayasa genetik ke 
media lingkungan hidup yang 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau izin 
lingkungan dan melakukan pembukaan 
lahan dengan cara membakar serta 
menyusun amdal tanpa memiliki 
sertifikat kompetensi penyusun amdal; 
dan/atau memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan 
informasi, merusak informasi, atau 
memberikan keterangan yang tidak 
benar. Perbuatan ini menyebabkan 
terjadinya perubahan langsung 
dan/atau tidak langsung terhadap sifat 
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 
hidup yang melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 
2. Ganti kerugian dan pemulihan 
lingkungan dilakukan dengan cara yaitu 
setiap penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang melakukan 
perbuatan melanggar hukum berupa 
pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain atau 
lingkungan hidup wajib membayar ganti 
rugi dan/atau melakukan tindakan 
tertentu. Pengadilan dapat menetapkan 
pembayaran uang paksa terhadap 
setiap hari keterlambatan atas 
                                                   
21Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan 
Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, 
Jakarta, Mei 2009, hal. 3. 
pelaksanaan putusan pengadilan. 
Besarnya uang paksa diputuskan 
berdasarkan peraturan 
perundangundangan. Pembebanan 
pembayaran uang paksa atas setiap hari 
keterlambatan pelaksanaan perintah 
pengadilan untuk melaksanakan 
tindakan tertentu adalah demi 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal 
ini merupakan realisasi asas yang ada 
dalam hukum lingkungan hidup yang 
disebut asas pencemar membayar. 
Selain diharuskan membayar ganti rugi, 
pencemar dan/atau perusak lingkungan 
hidup dapat pula dibebani oleh hakim 
untuk melakukan tindakan hukum 
tertentu, misalnya perintah untuk: 
memasang atau memperbaiki unit 
pengolahan limbah sehingga limbah 
sesuai dengan baku mutu lingkungan 
hidup yang ditentukan; memulihkan 
fungsi lingkungan hidup; dan/atau 
menghilangkan atau memusnahkan 
penyebab timbulnya pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
 
B. SARAN 
1. Untuk mencegah perbuatan yang dapat 
menyebabkan terjadinya kerusakan 
lingkungan hidup, diperlukan upaya 
hukum yang perlu dulakukan oleh 
pemerintah untuk memberikan 
informasi yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup secara benar, akurat, 
terbuka, dan tepat waktu. Bagi setiap 
orang perlu menjaga keberlanjutan 
fungsi lingkungan hidup dengan cara 
menaati ketentuan tentang baku mutu 
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 
2. Ganti kerugian dan pemulihan 
lingkungan yang merupakan realisasi 
dari asas pencemar membayar yang 
berlaku dalam hukum lingkungan hidup 
perlu dilaksanakan semaksimal mungkin 
melalui sebagaimana ditetapkan oleh 
pengadilan termasuk pembayaran uang 
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paksa terhadap setiap hari 
keterlambatan atas pelaksanaan 
putusan pengadilan. Hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah dan 
menegakkan sanksi perdata bagi pihak 
pencemar. 
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